




















































































2.2.2.f Kebijakan Belanja berdasarkan Mandatory Spending 

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-

undang. Tujuan Mandatory Spending yaitu untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan 

ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten 

Sumenep Tahun Anggaran 2023 meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Mandatory Spending Bidang Pendidikan 

Anggaran untuk Mandatory Spending Bidang Pendidikan Tahun 2023 sebesar 

Rp836.391.573.273,00 atau sebesar 28,92% dari Total Anggaran belanja Tahun 2023 

yaitu sebesar Rp2.892.381.009.858,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Urusan Bidang Pendidikan sebesar Rp802.876.855.075,00. 

b. Urusan Bidang Kebudayaan sebesar Rp9.220.055.216,00. 

c. Urusan Bidang Perpustakaan sebesar Rp4.935.944.154,00. 

d. Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menghasilkan output menunjang Pendidikan 

sebesar Rp19.358.718.792,00. 

 

2. Mandatory Spending Bidang Infrastruktur 

Anggaran untuk  Bidang Infrastruktur Tahun 2023 sebesar Rp457.823.754.486,00 atau 

sebesar 43,41% dari Total Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum yaitu 

sebesar Rp1.054.731.380.570,00. 

3. Mandatory Spending Bidang Kesehatan 

 

Anggaran untuk Mandatory Spending Bidang Kesehatan Tahun 2023 sebesar 

Rp586.002.187.058,00 atau sebesar 27,07% dari Total Anggaran Belanja diluar Belanja 

Gaji ASN yaitu sebesar Rp2.164.402.871.743,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Urusan Bidang Kesehatan sebesar Rp562.367.966.726,00. 

b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menghasilkan output menunjang Kesehatan 

sebesar Rp23.634.220.332,00. 

 

 

 

 

 

 























































































Tabel 3.1.3.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Menurut OPD Tahun 2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3.4 Belanja menurut Mandatory Spending Tahun Anggaran 2024 

1. Belanja Mandatory Spending Bidang Pendidikan 

Realisasi Belanja Mandatory Spending Bidang Pendidikan sebesar 

Rp723.928.505.410,00 atau sebesar 27,87% dari total anggaran Belanja 

Mandatory Spending Bidang Pendidikan yaitu sebesar Rp2.892.381.009.858,00. 

Dengan rincian sebagai berikut: 

a. Realisasi Belanja Urusan Bidang Pendidikan sebesar 

Rp694.110.397.253,00 atau sebesar 86,45% dari anggaran sebesar 

Rp802.876.855.075,00. 

b. Realisasi Belanja Urusan Bidang Kebudayaan sebesar Rp8.865.939.723,00 

atau sebesar 96,16% dari anggaran sebesar Rp9.220.055.216,00. 

c. Realisasi Belanja Urusan Bidang Perpustakaan sebesar Rp4.719.355.464,00 

atau seebsar 95,61% dari anggaran sebesar Rp4.935.944.154,00. 

d. Realisasi Belanja diluar Dinas Pendidikan yang Menghasilkan Output 

menunjang Pendidikan sebesar Rp16.232.812.970,00 atau sebesar 83,85% 

dari anggaran sebesar Rp19.358.718.792,00. 

Rincian Mandatory Spending Bidang Pendidikan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Belanja Mandatory Spending Bidang Infrastruktur 

Realisasi Belanja Mandatory Spending Bidang Infrastruktur sebesar 

Rp421.235.940.763,00 atau sebesar 92,01% dari total anggaran Belanja 

Mandatory Spending Bidang Infrastruktur yaitu sebesar Rp457.823.754.486,00. 

Dengan rincian pada Tabel berikut: 

               
3. Belanja Mandatory Spending Bidang Kesehatan 

Realisasi Belanja Mandatory Spending Bidang Kesehatan sebesar 

Rp507.708.448.176,00 atau sebesar 86,64% dari total anggaran Belanja 

Mandatory Spending Bidang Kesehatan yaitu sebesar Rp586.002.187.058,00. 

Dengan rincian pada Tabel berikut: 

a. Belanja pada Dinas Kesehatan dengan realisasi sebesar 

Rp487.424.505.330,00 atau sebesar 86,67% dari total anggaran sebesar 

Rp562.367.966.726,00. 

b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menghasilkan Output menunjang 

Kesehatan dengan realisasi sebesar Rp20.283.942.846,00 atau sebesar 

85,82% dari anggaran sebesar Rp23.634.220.332,00. 

Rincian Mandatory Spending Bidang Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 

dibawah ini: 



 

 

3.1.4 PEMBIAYAAN DAERAH 

 

Pada TA 2023 jumlah anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah pada pos Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dianggarkan sebesar Rp416.217.543.138,00 

terealisasi sebesar Rp416.217.543.138,41. Penerimaan Pembiayaan dari Pencairan Dana 

Cadangan dianggarakan Rp37.600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp37.600.000.000,00. Dan 

Penerimaan Pembiayaan dari Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 

 





















































































































































































































































































































































































 








